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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan utama dalam suatu proses mencari keadilan di depan pengadilan 

adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan berkekuatan hukum 

tetap. Akan tetapi terkadang putusan hakim itu tidak lepas dari kekeliruan dan 

kekhilafan. Sebagai manusia biasa, mungkin hakim khilaf atau kurang 

sempurna mempertimbangkan semua hal-hal berkenaan dengan fakta-fakta 

yang terungkap di persidangan atau tidak tepat menggunakan sesuatu istilah 

atau keliru menafsirkan unsur-unsur tindak pidana.
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Dalam hukum pidana lebih tertuju pada peraturan hukum yang 

menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa 

yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Intisari hukum 

acara pidana terletak pada proses pembuktian di dalam persidangan perkara 

pidana, penuntut umum berupaya membuktikan kebenaran dari dakwaan yang 

ditujukan terhadap terdakwa. 

Pedoman yang digunakan dalam acara pidana ialah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). KUHAP mengatur mengenai upaya hukum atas suatu putusan 

pengadilan. Upaya hukum sendiri dalam KUHAP dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang diatur 

dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, 

sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum 
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dan peninjauan kembali serta putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan 

penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi.
2
 

Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa 

atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa 

perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan 

permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini. KUHAP juga membedakan upaya hukum menjadi 

perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ketiga upaya hukum 

tersebut pada hakikatnya adalah untuk tidak menerima putusan/penetapan 

pengadilan.
3
  

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ilmu hukum 

pidana harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam KUHAP. Syarat-syarat formil untuk mengajukan PK 

adalah sebagai berikut:
4
 

1. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

2. Putusan pengadilan tersebut memuat pemidanaan, artinya bukan putusan 

bebas (vrisjpraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum; 

3. Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 

4. Diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara 

tersebut dalam tingkat pertama (Pasal 262 ayat (2) joi. Pasal 264 ayat (1) 

KUHAP); 
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5. Terpidana atau ahli warisnya, belum pernah mengajukan peninjauan 

kembali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP). 

Sedangkan syarat-syarat materiil yang menjadi dasar atau alasan 

pengajuan PK di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:  

1. Adanya novum yaitu bukti atau keadaan baru yang belum pernah 

diajukan dalam pemeriksaan perkara; 

2. Adanya dua atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan; 

3. Adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim secara nyata (Pasal 263 ayat 

(2) KUHAP). 

Peninjauan Kembali (herziening van arresten en vonnisen) sebagai 

upaya hukum luar biasa (Buitengewone Rechtsmiddelen) merupakan upaya 

hukum yang paling akhir dan paling memungkinkan bagi seorang terdakwa 

untuk berlindung dan mencari keadilan bagi dirinya ketika sistem peradilan di 

Indonesia memiliki berbagai kelemahan. Dalam  hukum  positif Indonesia 

novum diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Definisi novum 

ditemukan pada Pasal 67 Huruf b menyebutkan “Apabila setelah perkara 

diputus, ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada 

waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”. 

Salah satu penggunaan novum sebagai alasan upaya hukum peninjauan 

kembali yaitu pada kasus M.SA bekerja sebagai PNS/Hakim tinggi pada 

Mahkamah Syari‟ah, M.SA diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang karena dituntut oleh jaksa penuntut 

umum atas tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Maninjau. Proses 
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peradilan kasus korupsi yang dilakukan oleh M. SA berjalan cukup panjang 

sampai pada tingkat upaya hukum peninjauan kembali. Dari tuntutan jaksa 

penutut umum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri 

padang memutuskan bahwasanya bersalah dan menjatuhkan pidana kepada 

terdakawa M. SA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta 

denda sebebsar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa M.SA 

tidak terima atas putusan tersebut atas lamanya pidana penjara serta besarnya 

uang pengganti, maka dari terdakwa dan penuntut umum mengajukan 

banding. 

Pada tingkat banding tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Padang memutuskan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana 

kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tahun), pada putusan 

tingkat banding ini pidana penjara terdakwa menjadi bertambah masa 

pemidanaanya. Dari hal tersebut terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung, putusan Mahkamah Agung mengadili kasus terdakwa dan menjatuhi 

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 

pidana penjara. Putusan Mahkamah Agung tersebut membuat terdakwa 

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas dasar ditemukannya 

novum atau bukti baru yang selama mengadili kasus tindak pidana korupsi 

terdakwa belum ditemukan. 

Novum tersebut berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

atas nama S.AM yang menjadi teridana kasus mark up atau pengelembungan 

dana pembelian tanah. M.SA yang terlibat dalam kasus S. AM mengakibatkan 

dipidana karena bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Dalam 
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upaya hukum peninjauan kembali oleh M. SA  diputuskan oleh Mahkamah 

Agung membatalkan putusan tingkat kasasi dan memutuskan bahwasanya M. 

SA dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara yang tadi pada tingkat kasasi 10 

(sepuluh) tahun menjadi berkurang masa pemidanaanya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS NOVUM SEBAGAI 

ALASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH 

TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 49 

PK/Pid.Sus/2019)”. 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kedudukan novum sebagai alasan upaya hukum peninjauan 

kembali oleh terpidana tindak pidana korupsi pada perkara nomor 49 

PK/Pid.Sus/2019? 

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung 

membatalkan putusannya dalam tindak pidana korupsi pada perkara nomor 

49 PK/Pid.Sus/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kedudukan novum dalam Perkara Tindak Pidana 

Korupsi menurut putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara Nomor 49 

PK/Pid.Sus/2019. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan 

putusannya dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 49 

PK/Pid.Sus/2019. 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penulisan ini akan dibuat dalam bentuk penulisan yuridis normatif yaitu 

penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan 

berdasarkan literatur yang ada. Penulisan yuridis normatif membahas asas-

asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.
5
 

2. Sumber data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan 

dengan objek-objek penelitian, data sekunder tersebut meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun `1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. 

5) Putusan Nomor 49 PK/Pid.Sus/2019 
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b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh 

dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer
6
. 

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, 

serta hasil penelitian sebelumnya 

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia
7
. 

3. Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, 

yaitu teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mempelajari bahan 

kepustakaan melalui undang-undang, buku-buku literatur dan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setiap bahan 

hukum itu harus diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan 

rehabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini 

sangat menentukan hasil dari suatu penilitian.
8
 

4. Analisis Data 

Teknik analisis data yang Penulis gunakan adalah analisis data 

secara kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan 

secara rinci keadaan atas suatu objek yang akan diteliti.
9
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